
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

 

NOMOR : 01/ORT.07-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2020 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PADA TAHUN  2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, 

 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 

Instansi Pemerintah; 

b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah 

dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 
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c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Pembentukan 

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor   28  Tahun   1999  tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang 

Grand Design Birokrasi 2010-2025; 

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 Tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal  Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 
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7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi  Nomor 14 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Biokrasi 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor 30 Tahun 2018 

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi; 

8. Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Evaluasi Reformasi Biokrasi Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1220); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi  Nomor 11 Tahun 2015 

Tentang Road Map Reformasi Biokrasi 2015-2019 

(Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 985); 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/ 

2019 Tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh 

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota. 

 

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. 
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M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SUMBA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

PADA TAHUN  2020. 

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Sumba 

Barat Daya Pada Tahun  2020 yang terdiri dari ; 

1. Tim Pengarah; 

2. Tim Pelaksana; 

3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change; 

4. Tim Manajemen Perubahan; 

5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan; 

6. Tim Penguatan Kelembagaan; 

7. Tim Penguatan Tata Laksana; 

8. Tim Penataan Manajemen ASN; 

9. Tim Penguatan Pengawasan; 

10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan 

11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dimaksud 

dalam diktum KESATU Tercantum Dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu 

melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan 

instansi terkait serta bertanggung jawab kepada 

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia. 
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai 

dengan bulan Desember Tahun 2020 dan apabila di 

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan 

perbaikan seperlunya. 
 

  

Ditetapkan di Tambolaka 

Pada tanggal 10 Februari 2020 

 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

 

Ttd. 

 

MIKAEL BULU 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

Kepala Sub Bagian Hukum, 

 

 

 

VICTOR SAR BALLY 

 

 


